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FEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Nomor Hbﬁfyﬂ{np OPR/2005

Lampiran

TEMTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG ANGGARAN PENDA2ATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2006
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang a bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
tentang Anggaran Pencapatan dan Belarja Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun Angyaran 2006, telah dibahas secara teliti,
cermat dan mendalam oleh Panita Anggaran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dengan Tim Anggaran
Eksekutif dan para pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sumedarg;

b bahwa berdasarkan pert mbangan sebagaimana dimaksud huruf a
diatas, bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2006 menjadi Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang harus mendapatkan persetujuan
Dewan Pernvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang
ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Suinedang

—

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1959),

Mengingat

2. Undang-undany Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana ‘elan diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomeor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

!:-J

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan B=bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor §,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827),
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Undaﬁﬂ-Ul‘H‘lau hun 2003 tentang Susunan dan
g MNomor 22 Tahun ,

Kedudukan Majelis Permusyawartan Rakyai, Dewan Pwmh:}
Rakyat, Dewan Parwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakya
Daerah {Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor

92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tentang Perbendat.araan
Negara {Lemba?'an Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Nornor 4355);

004 tentang Pembentukan

mbaran Negara Republik
Lembaran Megara

Undang-Undang Nomior 10 Tahun 2
Peraturan Perundang-undangan (Le
Indonesia Tahun 2064 Nemor 53, Tambahan
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Penyelenggaraan dan Tanggung Jawab Keuangan NEQEEH
(Lembaan Negara Pepublik Indonesia Tanun 2004 Nomwor 66,
Tambahan Lembaran Megara Nemor 4400); A

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim
Perencaraan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tatun 2004 Nemor 72, Tambahan Lembaran Negara
MNomaor 4404),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahzn Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang MNomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Momor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4185);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Peranggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 202
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022): '

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelclaan dan  Perlanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pesmbantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4023):

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tehun 2000 tentang Pinjaman

Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia T
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4['24}.“!1““ 2000 Nomor
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerih dan \Vakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawaszn Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nemor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negzra Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler da: Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakya( Daerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44186)
sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Pemerintah Momor 37
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 04,
Tambahan Lembarar, Negara Nomor 4540),

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peaturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Nega-a Reputlik Indonesia Tahun 2004 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4417);

Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001

tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggarazan Pemerintah
Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000
tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

Kabul:;]:-aten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Norner 1
Seri D.1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tah
tentang Kewenangan Pemerintah Daeral, Kabupaten Su‘;‘ﬂgggﬁ
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42); g

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuanga
Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6); gan Daerah (Lembaran

Peraturan Daerah Katupaten Surnedang Nomor 19

tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten TEST..}:: .

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38 edang
S8
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

1

:Zutusan Menteri Dalam Negen nomor 29 Tahun 2002 tentang
i oman Penyusunan Angcaran Pendapatan dan Betansa
= €rah, Pelaksznaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

€Nyusunan Ferhitungan Anagaran Pendapatan dan :
Daerah, Penyusunan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan
Keuangan Daeran

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan periama
alas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;

3. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sumedang Tanggal 30 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Anggaran Pendapatan dan Uelanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2006 untuk merjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2006, sebag:imana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini

sebagai berikut :

1

Rp. 657.077.189.696 45

Pendapatan

Belanja Rp. 668.785.191.497,91
Defisit Rp___ (11.708.001.801,46)

Pembiayaan !

a Penerimaan Rp 31.765.130.143.00

Rp 20.057.128.341,54

Rp. 11.708.001.801,46

b Pengeluaran

Jumlah Pemb ayaan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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Dis. AGUS WELIYANTO, S. SH

Salinan

1 Ytn Gubernur Jawa Barat
Sumedang.

2 Yth. Bupati
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Ditetapkan di
pada tanggal

' SUMEDANG
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